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Sangatta, 17 September 2024

Nomor : 050/PM.00.02/K.K1-04/09/2024

Sifat : Penting
Perihal : Imbauan
Kepada Yth;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kutai Timur
Di-

Sangatta

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

B. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa;

C. Pasal 70 angka (1) huruf ¢ menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala
Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;

D. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon;

E. Pasal 188...



E. Pasal 188 menyebutkan Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala
Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan
atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu
rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000 (enam juta rupiah).

F. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 29 huruf g melarang Kepala
Desa menjadi pengurus partai politik; Pasal 29 huruf j melarang Kepala Desa ikut serta
dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 29 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Undang-
undang tersebut; Pasal 51 huruf g melarang Perangkat Desa menjadi pengurus partai
politik; Pasal 51 huruf j melarang Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; Sanksi terhadap
pelanggaran Pasal 51 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-undang tersebut.

G. Isi imbauannya adalah agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

meneruskan imbauan Bawaslu dan/atau membuat imbauan secara mandiri kepada Kepala
Desa Sekabupaten Kutai Timur:

1. Menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dari segala bentuk kegiatan Politik
Praktis; ' '

2. Menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dari kegiatan Kampanye dalam
bentuk apa pun selama masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,

3. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Kepala Desa se-kabupaten Kutai Timur agar meneruskan imbauan ini dan/atau

mengimbau secara mandiri kepada Perangkat Desa masing-masing pada poin larangan
untuk Perangkat Desa dalam Pemilihan

Demikian permohonan ini kami sampaikan atasi perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih




